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Ditulis oleh Aan Afriangga pada Rabu, 02 Maret 2022

Bagaimana para agen pemelintir kebencian ini bergerak dalam lanskap politik
Indonesia pasca-reformasi? Jawaban ini membutuhkan penjelasan yang tidak
sedikit. Ada beragam kasus intoleransi yang terjadi setelah tumbangnya rezim Orde
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Baru. Meski begitu, saya akan meringkas berbagai peristiwa tersebut, untuk
nantinya akan kita refleksikan secara bersama.

Kita mafhum, bahwa saat Gus Dur menjadi presiden pertama yang dipilih secara
demokratis, ia adalah orang yang paling sering menentang tindakan intoleransi. Upaya
menentang tindakan intoleransi itu, misalnya, tercermin dari langkahnya yang mencabut
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat
Istiadat China; sebuah aturan yang awalnya diterbitkan rezim Orde Baru.

Pada 17 Januari 2020, Gus Dur mencabut Inpres tersebut. Gus Dur termasuk salah satu
orang yang paling tidak setuju dengan aturan yang bersifat diskriminatif, termasuk pada
etnis Tionghoa. Berbeda dengan rezim Orde Baru. Melalui Inpres tersebut, Soeharto
memerintahkan agar perayaan hari raya agama atau adat istiadat etnis Tionghoa, dilakukan
dalam lingkungan keluarga, dan tidak boleh mencolok di depan umum.

Gus Dur sadar betul, bahwa aturan yang diskriminatif itu bertentangan dengan semangat
Pancasila. Oleh karenanya, ia memandang, bahwa pencabutan Inpres tersebut adalah
sebuah upaya untuk mewujudkan persamaan hak dan kesempatan yang sama, bagi setiap
warga negara Indonesia. Meski hal ini tidak lepas dari penolakan, Gus Dur tetap
berpegang teguh dengan prinsipnya: pengakuan dan pemberian kesempatan yang sama
kepada semua pihak, adalah hal yang penting. Ringkasnya, ia tidak mau
“mengistimewakan” salah satu pihak atau golongan.

Selain itu, Gus Dur juga berupaya mewujudkan wajah Islam yang terbuka dan toleran
terhadap sesama warga negara Indonesia. Hal itu tercermin, ketika ia menentang RUU
Anti-Pornografi dan Anti-Pornoaksi (APP). Dengan karakternya yang khas, yakni
berkelakar, terlebih ketika mengomentari kekeliruan anggota Dewan, Gus Dur berseloroh,
bahwa dengan acuan yang digunakan para perumus RUU itu, Al-Qur’an pun boleh jadi
akan dilarang (George, 2017: 171).

Di kesempatan yang lain pun, Gus Dur pun mengatakan bahwa “Saya setuju dengan
penolakan pornografi, tapi tanpa UU, karena UU memang hak negara, tapi pornografi itu
urusan masyarakat”, katanya ketika memberikan orasi dalam Pawai Kebudayaan
Bhinneka Tunggal Ika di Surabaya, yang diikuti oleh 200 tokoh adat dan seniman dari 33
provinsi se-Indonesia (Antaranews.com, 2006).

Baca juga:  Sekulerisme dan Ketidakmampuannya Melindungi Perempuan dalam Industri
Hiburan
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Ia menegaskan, bahwa saat itu memang ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan
kebhinekaan, yang dengan cara menganjurkan Rancangan Undang-Undang (RUU)
tersebut, untuk disahkan dan diberlakukan di Indonesia. “Kelompok itu lupa dengan
kenyataan bahwa UUD 1945 telah memisahkan dengan jelas, antara urusan negara dan
urusan agama, karena itu di Indonesia tidak boleh ada budaya tunggal di dalam negara,”
tambahnya.

Setelah Gus Dur meninggal pada 2009, yang di mana perlu diakui, bahwa kebijakan di
bidang keagamaannya belum sepenuhnya maksimal. Terlebih upayanya untuk
menjalankan kebhinekaan di Indonesia. Ternyata, Presiden sesudah Gus Dur pun,
Megawati Soekarnoputri, belum mampu untuk menyelesaikan urusan tersebut.

Sofyan Hadi dalam Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan
Keberagaman di Indonesia (2011: 239), mengatakan bahwa mereka (salah satunya,
Megawati) belum begitu mampu memperlihatkan kemampuannya untuk menyelesaikan
konflik hubungan lintas agama. Dalam rentang waktu itu, relasi Muslim dan Kristen secara
umum, berlangsung dalam keadaan yang tidak harmonis. Sedangkan antar umat beragama
di luar kedua komunitas tersebut, berlangsung relatif baik dan tidak ada persoalan-
persoalan krusial yang sangat mengganjal.

Jalan terjal untuk melaksanakan kebhinekaan di Indonesia juga muncul pada era Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). George mencatat, bahwa pemerintahan SBY pada
saat itu pernah menghidupkan kembali Badan Koordinasi Pengawasan Aliran
Kepercayaan (Bakor Pakem), yang semula adalah ciptaan Soeharto. Badan ini sangat
menonjol dalam keterlibatan kasus-kasus keagamaan yang biasa dialami Jemaah
Ahmadiyah Indonesia dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah.

Kehadiran Bakor Pakem, menurut catatan George, dimungkinkan sebagai respon terhadap
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2005 tentang Ahmadiyah. Kembali hidupnya
badan tersebut, memberi MUI mitra permanen di dalam pemerintah untuk menekan
kelompok-kelompok yang secara keagamaan, bersebrangan dengan arus utama. Padahal,
fatwa-fatwa yang dikeluarkan pada saat itu, khususnya yang menolak kehadiran
Ahmadiyah, bagi Komnas HAM, tergolong sebagai ujaran kebencian.

Menurut Koordinator Riset HAM Imparsial, Bhatara Ibnu Reza, kehadiran badan tersebut
juga sering kali terlalu ikut campur dalam urusan beragama. Dan ini, menurutnya bisa
mengancam kebebasan beragama. Ia menegaskan, bahwa akan lebih baik, kalau badan ini,
dibubarkan saja. “Pemerintah tidak berhasil menjembatani antara kelompok Ahmadiyah

                                       3 / 6



Agama dan Pelintiran Kebencian (4): Membaca Politik Indonesia Pasca-Reformasi - 03-02-2022
by Aan Afriangga - Alif.ID - https://alif.id

dan yang anti. Untuk itu, kita mendorong agar Bakor Pakem dibubarkan,” katanya
(Detik.com, 2008).

Baca juga:  Populisme Islam di Indonesia: Apa yang Sebaiknya Dilakukan oleh Menteri
Agama

Kelompok konservatif yang mendapatkan kelonggaran untuk menekan kelompok
minoritas setelah tumbangnya Soeharto pun, menjadi persoalan yang pelik dalam
perpolitikan Indonesia pasca-reformasi. Kelompok minoritas yang sering ditekan oleh
kelompok yang mengaku mayoritas, ialah Ahmadiyah dan Syiah. Front Pembela Islam
(FPI) adalah kelompok yang sering menekan kehadiran dua kelompok minoritas tersebut.
Mereka kerap beretorika, bahwa kehadiran dua kelompok tersebut, merupakan ancaman
dari dalam bagi umat Islam. Mereka menjadikan dua kelompok tersebut sebagai kambing
hitam, untuk menciptakan masyarakat yang murni dan satu.

Seperti yang dikatakan Peneliti Retorika Politik, McCoy, bahwa “kelompok minoritas
menempati fungsi fantasi bagi kalangan absolutis yang menginginkan masyarakat yang
murni dan satu. Kohesi tersebut merupakan ilusi yang sulit diwujudkan, terutama di negara
yang sangat luas dan beragam seperti di Indonesia. Karena itu, kaum intoleran
memerlukan kambing hitam untuk setiap kegagalan dalam mewujudkan masyarakat yang
murni. Paradoksnya, pengambinghitaman kelompok penyimpang adalah cara yang efektif
untuk terus menyebarkan khalayan bahwa masyarakat yang satu itu kelak terwujud
(George, 2017: 170).”

Berbagai peristiwa intoleransi di atas, menjadi hal perlu kita refleksikan, ketika melihat
konflik keagamaan hari ini. Bahwa pelintiran kebencian merugikan kelompok minoritas,
tetapi ia menguntungkan para wirausahawan politik. Politik identitas juga sering kali
menjadi materi pokok, yang diformulasikan dengan pelintiran kebencian. Substansi dari
politik identitas, entah suku, agama, ras dan sejenis, adalah hal yang mudah “dikobarkan”
menjadi sebuah provokasi oleh para agen pemelintir kebencian.

Seperti yang dikatakan Geger Riyanto dalam Identitas Adalah Pembalasan, Politisasinya
Adalah Dampak Kezaliman: Ekspetasi Moral, Relasi Antagonistis Terbayang, dan Politik
Identitas (2020), bahwa “ketika tidak ada lagi otoritas terpusat [rezim Orde Baru] yang
diuntungkan dengan diredamnya politik identitas, wajar tampaknya ekspresi-ekspresinya,
yang menggugah, memikat, dan memprovokasi, menjadi pilihan retorika para politisi
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maupun broker massa (Riyanto, 2020: 115).”

Baca juga:  Pemetik Puisi (14): Radhar Panca Dahana
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